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Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi
penyusunan dan pengelolaan naskah dinas sesuai
dengan perkembangan organisasi Badan Pengawas Obat
dan Makanan, dipandang perlu menata kembali jenis dan
bentuk naskah dinas dan prosedur pengelolaan naskah
dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 02001 /SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala
Badan Pengawas Obat dan  Makanan  Nomor

HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1714);
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9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Logo Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1150);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal 1

Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan ini merupakan petunjuk pelaksanaan bagi
para pejabat struktural dan fungsional dalam melaksanakan
tata naskah dinas di lingkungan satuan organisasi atau unit
kerja masing-masing baik di Pusat maupun di Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku,
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.00.05.1.244.0534 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum,
antara lain, meliputi pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah
dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi,
kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birckrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas, maka perlu mewujudkan keseragaman pemahaman dan
pelaksanaan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta untuk menunjang
kelancaran penyelenggaraan tugas administrasi secara berdaya guna dan
berhasil guna, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.00.05.1.24.0214 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan

Pengawas Obat dan Makanan perlu disempurnakan.



